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ABSTRAK 
 
Kegiatan donasi atau sumbangan adalah semacam pundi amal merupakan 
salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun 
kepanitian berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan 
donasi seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang berbelanja di pasar swalayan 
atau minimarket. 
Penulisan ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku 
usaha serta mengkaji Perlindungan Hukum Konsumen terhadap pengalihan uang 
kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal. (2) Untuk mengkaji 
perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku 
usaha Indomaret di Kabupaten Tegal.  
Jenis penelitian adalah penelitian Studi Lapangan (Field Research), 
pendekatan yang digunakan Normatif-Empiris, teknik pengumpulan datanya 
melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan 
mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang 
utuh. 
Hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam penelitiannya terkait 
dengan pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam 
transaksi jual beli di mini market Indomaret Kabupaten Tegal terdapat pelanggaran 
hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam UUPK. Kesimpulan pertama, 
pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dalam bentuk 
tanggungjawab moral berupa etika berdagang yang baik, selain itu dasar 
pertanggungjawaban mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas yang tertera pada buku panduan perusahaan. Kedua, dalam kejadian di 
lapangan tentang pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dan dirasakan 
oleh konsumen ditiga minimarket di Kabupaten Tegal, konsumen dapat menggugat 
pada Pasal 1360 KUHPerdata dan Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa 
konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai 
tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Donasi, Indomaret. 
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ABSTRACT 
Donation or donation activities are a kind of charity fund which is an 
example of a collection of money carried out by organizations and organizations in 
the form of donations collected from the community. Donation activities like this 
occur when people are shopping at supermarkets or minimarkets. 
The purpose of this writing is: (1) To examine the liability of business 
actors as well as to examine Consumer Legal Protection for the transfer of change 
by Indomaret business actors in Tegal Regency. (2) To review the consumer's legal 
protection against the transfer of change by Indomaret business actors in Tegal 
Regency. 
This type of research is Field Research (Field Research), the approach used 
Normative-Empirical, data collection techniques through literature study and field 
research and interpret and discuss primary data that has been obtained and 
processed as a whole. 
The research results obtained by the author in his research related to the 
transfer of change by business actors to consumers in buying and selling 
transactions at the Indomaret mini market in Tegal Regency, there was a violation 
of the law against the provisions stipulated in the UUPK. The first conclusion, the 
responsibility that can be carried out by business actors is in the form of moral 
responsibility in the form of good trading ethics, besides that the basis of 
accountability refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability 
Companies listed in the company manual. Secondly, in the event in the field 
regarding the transfer of change in the form of donations and felt by consumers in 
three minimarkets in Tegal Regency, consumers can sue Article 1360 of the Civil 
Code and Article 4 letter b of the UUPK, which emphasizes that consumers are 
entitled to the goods or services that they buy must comply with the exchange rate 
and conditions and guarantees promised. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty 
of Law, University of Pancasakti Tegal.  
Keywords: Consumer Protection, Donation, Indomaret 
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MOTTO 
 
APA YANG HENDAK ENGKAU SOMBONGKAN DI DUNIA INI 
KITA DISINI HANYALAH MENETAP 
INI SEMUA HANYALAH TITIPAN 
SEJATINYA KITA “TINGGAL” MENUNGGU GILIRAN UNTUK KEMBALI 
KEPADA-NYA. 
LALU APA YANG HENDAK ENGKAU SOMBONGKAN? 
 
 ِراََرقْلا ُراَد َيِه َةَرِخْلْا َّنِإَو ٌعَاتَم اَيْنُّدلا ُةاَيَحْلا ِهِذ ََٰه اَمَِّنإ ِمَْوق اَي 
“Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan 
(sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.”  
(QS. Al-Mukmin:39) 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk 
yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerjasama yang 
baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah 
satuh aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang didalamnya 
mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. 
Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling 
membutuhkan satu sama lain.  
Di era dahulu sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau alat 
pembayaran dalam transaksi jual beli terdapat istilah barter. Barter adalah cara 
pembayaran dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang manusia 
lainnya. Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada 
hilangnya istilah barter, yang digantikan dengan mata uang. Pentingnya fungsi 
uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli barang 
dan jasa. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat membeli barang-
barang yang dibutuhkannya secara langsung di pasar, toko, minimarket, bahkan 
superstore yang tersedia pada mall. Mata uang yang sah di Indonesia sendiri 
adalah mata uang Rupiah. 
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Berbelanja di minimarket atau superstore kian menjadi pilihan 
konsumen dalam memenuhi kubutuhan konsumen, karena berbelanja di tempat 
tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan 
cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga – harga kebutuhan 
yang bersaing menarik minat para konsumen. Saat ini banyak pelaku usaha yang 
dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap 
melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen 
dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen.  
Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-
masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang 
perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh 
pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku 
usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah 
untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung 
hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh 
tanggungjawab.1 
Sulistyowati mengatakan bahwa hak konsumen dalam artian yang luas 
ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus 
dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang 
                                                          
1Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 
hlm. 10. 
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dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen 
dengan konsumennnya.2 
Selaku pelaku sudah sewajarnya harus memiliki rasa tanggung jawab 
yang tinggi terhadap produk yang dijualnya serta memenuhi hak-hak 
konsumennya. Pelaku usaha yang kerap kali tidak memenuhi hak konsumennya 
dapat merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan 
kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku 
usaha.3 
Salah satu contoh tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, 
akan tetapi tidak terasa dampaknya pada konsumen yaitu sisa pengembalian 
uang yang dialihkan menjadi uang sumbangan. Alasan pelaku usaha yang 
mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk uang sumbangan 
sendiri, karena cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha 
terbatas. Rata-rata pelaku usaha baik skala kecil (minimarket) maupun skala 
besar (supermarket) sedang mengalami keterbatasana uang koin dengan 
berbagai jenis pecahan.  
Bentuk-bentuk pengalihan uang koin menjadi uang sumbangan yang 
kerap dilakukan pengusaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum 
yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak 
rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh 
                                                          
2Sulistyowati, Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek 
Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992,  hlm. 22. 
3 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, 
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 6. 
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pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan 
terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen.Perihal masalah di atas penulis juga 
mengalami hal tersebut, yakni ketika penulis berbelanja disalah satu minimarket 
di daerah Tegal.  
Kegiatan donasi atau sumbangan adalah semacam pundi amal 
merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi 
maupun kepanitian berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan donasi seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang berbelanja 
di pasar swalayan atau minimarket. Kegiatan donasi ini diadakan dengan dalih 
pelaku usaha ingin mewujudkan, membina serta memelihara kesejahteraan 
sosial, sebagai contoh disalurkan pada panti asuhan, panti jompo, maupun 
korban terdampak bencana alam. 
Melihat hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui pengalihan 
bentuk uang kembalian menjadi uang sumbangan atau donasi dapat menjadi 
sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak. 
Ketidakadilan bukanlah salah satu unsur yang menjadi kekhawatiran dalam 
permasalahan ini. Unsur keterpaksaanpun menjadi kekhawatiran di dalamnya, 
karena kegiatan pengalihan uang kembalian menjadi uang sumbangan tidak 
didahului dengan kata sepakat didalamnya atau diantara para pihak.  
Melihat permasalahan diatas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut dengan UUPK, 
permasalahan tersebut juga harus dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau yang biasa disebut 
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UUPUPB, seperti dalam Pasal 5  UUPUPB yang menjelaskan bahwa setiap 
pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan 
salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dibuat dan 
disahkan guna melindungi hak-hak konsumen, begitu pula perihal konsumen 
harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dan UUPUPB menjelaskan 
pula bahwa dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan rasa sukarela dan 
tidak ada keterpaksaan. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai 
keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga 
terlindunginya hak seorang konsumen.4 
Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan 
penelitian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN 
TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN OLEH PELAKU 
USAHA INDOMARET DI KABUPATEN TEGAL”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 
hlm. 27. 
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B. Rumusan Masalah  
Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus 
diselesaikan oleh peneliti dalam penelitia. Dengan adanya perumusan masalah 
maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga 
tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang 
kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal ? 
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang 
kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal ? 
C. Tujuan Penelitian  
Melihat rumusan masalah di atas peneliti ingin mendapatkan tujuan 
penelitian adalah sebagi berikut: 
1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang 
kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal 
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang 
kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan 
berharap bisa menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen.  
2. Kegunaan Praktis  
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a.  Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus 
kalangan konsumen Indonesia mengenai hak-hak konsumen agar 
konsumen menyadari hak-haknya sekaligus mengetahui perlindungan 
terhadap dirinya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sebagai bahan rujukan, penulis mencoba mengkaji beberapa karya yang 
dianggap relevan, antara lain: 
1. Daud Wahid melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk 
Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan UU No.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan 
Uang atau Barang”, menjelaskan bahwa Undang-undang Perlindungan 
Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta 
hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan 
bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai 
tukar, karena Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara 
eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan 
atas dasar kesukarelaan.5 Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan yang 
membedakan antara skripsi penulis, dimana penelitian yang diteliti oleh 
                                                          
5 Daud Wahid, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam 
Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
konsumen dan UU No.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang” (Skripsi, Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 2007) 
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penulis dilakukan di Kabupaten Tegal sedangkan dalam penelitian tersebut 
hanya dikaji secara normatif tanpa harus meneliti ke lapangan atau normatif 
empiris. 
2. Iwan Soetrisno melakukan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi 
atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak dikembalikan di 
Surya Swalayan”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan 
akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak 
dikembalikan oleh Surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-
lain. Sedangkan uang sisa yang tidak dikembalikan tersebut memiliki 
karakteristik yaitu tidak adanya pengorbanan yang dilakukan perusahaan 
untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, uang sisa pembayaran yang tidak 
dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan 
lain-lain.6 Penelitian kedua ini memiliki pembeda dimana dalam  penelitian 
kedua ini tidak meneliti dari segi hukumnya akan tetapi dari segi ekonominya, 
lain halnya penelitian yang diteliti oleh penulis yang meneliti skripsinya dari 
segi hukum terkhususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen. 
3. Rizka Triana melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Fiq Terhadap 
Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya 
Ponorogo)”, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa uang sisa 
pembelian yang diberikan kepada pembeli di Swalayan Surya Ponorogo 
terpaksa digenapkan bukan karena maksud kesengajaan, tetapi karena adanya 
                                                          
6Iwan Soetrisno, “Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang 
Tidak dikembalikan di Surya Swalayan” (Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010) 
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situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi pengelola untuk menyediakan 
uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian dan pihak 
pengelola swalayan tidak bermaksud untuk melanggar hak konsumen dalam 
melakukan hal tersebut.7 Dalam perbandingan penelitian terakhir diperoleh 
perbedaan dimana penelitian terakhir ini lebih mengkaji perlindungan hak 
konsumen terkait pengalihan uang sisa kembalian dari segi hukum Islamnya 
berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti hal tersebut dari segi hukum 
positif yang berlaku di Indonesia. 
Dari penelitian atau skripsi diatas menjelaskan mengenai sisa uang 
kembalian, namun di antara penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan 
secara spesifik mengenai bagaimana perspektif UUPK dalam mengkaji 
permasalahan tersebut. 
F. Metode Penelitian 
Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan data-
data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian sendiri adalah cara 
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 
mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskanm dan 
menganalisis sampai menyusun laporan.8Istilah metodelogi berasal dari kata 
metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode 
                                                          
7 Rizka Triana, “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi 
kasus di Surya Swalayan Ponorogo).” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008) 
8Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, 
hlm. 1. 
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dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan 
dalam penelitian dan penilaian.9 Peter Marzuki sendiri berpendapat bahwa 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan suatu 
kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai 
kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum 
yang dihadapi.10 Berikut ini adalah langkah-langkah yang hendak ditempuh 
sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian  
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian 
metode Studi Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan 
dengancara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data 
dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan 
pedoman pertanyaan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan Field  
Researh karena merupakan kejadian nyata yang dalam lingkungan 
masyarakat. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah Normatif-Empiris. Menggunakan penelitian ini karena merupakan 
kejadian nyata yang ada di lingkungan masyarakat serta menambahkan kajian 
pustaka dalam penyelesaiannya. Penelitian Hukum Normatif-empiris adalah 
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 
                                                          
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 5. 
10 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 
60.   
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hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action 
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.11 
3. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder. 
a. Sumber data primer  
Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan 
kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan 
tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum in concreto dan wawancara 
dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang 
bersangkutan.12 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah yang dimana data yang diperoleh melalui 
bahan pustaka.13. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data 
primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:  
a) Undang-undang  
b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian  
c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian  
d) Infomasi yang dikutip dari internet 
 
                                                          
11Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum.. Bandung. : PT. Citra Aditya Bakti 
2004, hlm. 13. 
12Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 151. 
13 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23. 
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan 
dengan menggunakan metode Studi Lapangan (Field Research). Studi 
lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara 
(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 
pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan 
secara tertulis.14 
Selain dari metode Studi Lapangan penulis juga menggunakan 
metode Kepustakaan, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data 
skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan 
bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.15 
5. Metode Pengolahan Data 
Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif 
yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan 
mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu 
yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu analisis data yang 
menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden 
                                                          
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta Sinar Grafika, 2002, hlm. 
57. 
15 Jhonny Ibrahim,Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publising. 2006. hlm. 393. 
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secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.16 
6. Metode Analisis Data 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, 
yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal 
yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai 
dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu 
kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut 
dijembatani oleh teori-teori.17 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam hal agar dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk 
memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan in dibagi ke dalam empat 
bab dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika 
penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahaluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang 
melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain tinjauan umum tentang 
pengertian Uang, Pelaku Usaha dan perlindungan konsumen. 
                                                          
16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet.IV, hlm.158. 
17 Aslim Rasyad, Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti, Pekanbaru: UNRI Press, 2005, 
hlm. 20.   
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil penelitian dan 
pembahasan yang berisikan hasil-hasil penelitian, serta pembahasan lainnya 
yang berkaitan dengan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah 
dibuat. 
Bab IV Penutup, Bab terakhir ini adalah penutup. Dalam bab ini akan diuraikan 
tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dirasakan perlu 
dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian 
Definisi atau istilah perjanjian secara umum dijelaskan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang memiliki 
makna, yaitu: Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang 
dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa 
yang tersebut dalam persetujuan itu. 
Perjanjian atau dalam bahasa hukum umumnya dinamakan 
overeenkomst, diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 
KUHPerdata. Pengertian mengenai perjanjian itu sendiri diatur di dalam Pasal 
1313 KUHPerdata, yaitu: “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih.” 
Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya :“Perjanjian 
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta 
kekayaan.”18 
Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada 
orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi 
                                                          
18Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 78. 
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dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut 
yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subyek 
hukum tersebut. Satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) 
dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut 
(kreditur). 
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus); 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (capacity); 
3. Suatu hal tertentu (a certain subject matter); 
4. Suatu sebab yang halal (legal cause). 
Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu mengenai 
orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dimana apabila salah 
satu syarat subyektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak dipenuhi maka 
perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau perjanjian tidak sah. Sedangkan 
dua syarat yang kedua merupakan syarat objektif, yaitu syarat mengenai 
objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi 
(suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal), maka perjanjian tersebut 
“batal demi hukum”, artinya bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap 
tidak ada. 
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2. Jenis-Jenis Perjanjian 
Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 
yaitu:19 
a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan 
hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. 
Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa 
menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan 
kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban 
menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan 
pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya. 
b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan 
kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam 
hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu 
memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak 
mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima 
barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang 
menghibahkan. 
c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi 
keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan 
pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata. 
 
 
                                                          
19 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003, hal 82. 
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d. Perjanjian konsensuil, riil dan formil 
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah 
terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil 
adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus 
diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdata 
dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian 
formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-
undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk 
tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris 
atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual 
beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan 
akta notaris. 
e.  Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama 
Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan 
ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan 
bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-
lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara 
khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian 
keagenan dan distributor, perjanjian kredit. 
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3.  Asas-Aas Perjanjian 
Hukum perjanjian memiliki asas-asas umum yang merupakan 
prinsip dan harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, 
baik pihak-pihak dalam perjanjian itu, pihak ketiga atau pelaksana dan aparat 
hukum termasuk pula didalamnya hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perjanjian. Berikut ini 
beberapa asas dalam perjanjian, diantaranya: 
a.  Asas Konsensualisme 
Asas konsesual ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata yang mensyaratkan adanya sepakat tanpa menyebutkan 
adanya formalitas tertentu atau perbuatan lain untuk sahnya perjanjian. 
b.  Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu 
perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang 
maupun belum diatur dalam undang-undang. Di dalam KUHPerdata, asas 
kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dari kalimat Pasal 1338 ayat 
1 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 
c.  Asas Mengikatnya Kontrak/Perjanjian (Pacta Sun Servanda) 
Dalam bukunya Subekti: “Asas pacta sun servanda ini merupakan asas 
dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu 
perjanjian.Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah 
mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang, maksudnya 
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adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan 
mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian 
juga memiliki maksud untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para 
pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.”20 
Menurut Subekti, dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa : 
“Tujuan asas pacta sun servanda adalah untuk memberikan perlindungan 
kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya 
karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya.”21 
d.  Asas Iktikad Baik 
Asas iktikad baik ini merupakan salah satu asas yang dikenal 
dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam 
Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi :“Perjanjian-perjanjian 
harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik ini dapat 
dibedakan antara iktikad baik yang subjektif dan iktikad baik yang 
objektif. Iktikad baik dalam artian subjektif dapat diartikan sebagai 
kejujuran seorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa 
yang terletak pada sikap bathin seseorang pada waktu diadakan perbuatan 
hukum, sedangkan iktikad baik dalam pengertian yang objektif 
dimaksudkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan 
                                                          
20Ibid., hlm. 19-20 
21Ibid, hlm. 20 
 
 
21 
 
 
 
pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang 
patut dalam masyarakat. 
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 
Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD 
danperundangan-undangan diluar KUHD.22 Tetapi dalam KUHD sendiri 
tidakdijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan 
pengertianperusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 
tentangWajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-
undangNo.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan 
adalah: 
“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang 
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus 
dandidirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia 
untuktujuan memperoleh keuntungan atau laba”. 
Definisi perusahaan sendiri diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, 
diantaranya:23 
a. Willem Molengraaff 
Menurut Willem Molengraaff, pengertian perusahaan adalah keseluruhan 
perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk 
                                                          
22 Kansil dan Christine S.T. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi,) 
Bagian 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 1-2  
23Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli, 
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html, diakses pada tanggal 27 
Desember 2019 Jam 7.37 WIB 
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mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan 
barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan. 
 
b. Andasasmita 
Menurut Andasasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara 
teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu 
mencapai keuntungan bagi diri mereka. 
c. Abdul Kadir Muhammad 
Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah tempat 
terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. 
d. C. S. T. Kansil 
Pengertian menurut C. S. T. Kansil adalah semua bentuk badan usaha yang 
menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, 
bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara indonesia untuk tujuan 
mendapatkan keuntungan. 
Sehingga jika disimpulkan maka dapat dikatakan Pengertian 
perusahaandisini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai Badan 
Usaha, namunjustru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi 
kegiatanusaha. 
Badan Usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuanmencari 
laba dengan faktor-faktor produksi.Sebuah usaha /bisnis sendiri dapatdikatakan 
berbadan hukum apabila memiliki “Akte Pendirian” yang disahkanoleh notaris 
disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel. 
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Berikut ini adalah bentuk-bentuk Badan Usaha, diantaranya: 
1. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum 
Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtpersoon), yaitu badan yang 
menuruthukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya 
dijelaskanbahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak 
berjiwa atauyang lebih tepat bukan manusia.Berikut ini adalah bentuk usaha 
badan hukum, yaitu: 
a. Perseroan Terbatas 
b. Koperasi 
c. Yayasan 
d. Perusahaan Umum (Perum) 
e. Perusahaan Daerah 
Perseroan sebagai badan hukum, secara hukum pada prinsipnya 
harta bendaperseroan terpisah dari harta benda pendiri/pemiliknya, karena itu 
tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi 
pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum.24 
Dengan demikian, apabila perseroan melakukan suatu perbuatan 
dengan pihaklain, maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan 
                                                          
24Munir Fuady,Doktrin-Doktrin Moderen Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam 
Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 2. 
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tersebut dan hanyasebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung 
jawab perseroan terlepasdari orang-orang yang ada di dalamnya, apabila 
timbul kerugian pada perseroanmaka harta pribadi pemilik/pendiri tidak 
dapat ikut disita atau dibebankan untuktanggung jawab peseroan. 
2. Badan Usaha Berbentuk Bukan Badan Hukum 
Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk 
BadanHukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan 
antarakekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan Usaha 
bukan berbentuk Badan Hukum sendiri terdiri dari: 
a. Firma  
Pengaturan tentang Firma terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan 
Pasal 35KUHD dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPdt. Firma 
adalahperseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di 
bawah satunama bersama, dimana anggotanya langsung dan secara 
sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan firma. 
b. Persekutuan Komanditer (CV) 
Pengaturan tentang firma terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan 
21 KUHD.Perseroan komanditer merupakan firma yang mempunyai satu 
atau beberapaorang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu 
yang hanyamenyerahkan uang atau barang modal sebagai pemasukan 
kepada persekutuandan tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan 
dan hanya memperolehkeuntungan dari pemasukannya tersebut serta 
tanggung jawabnya hanyaterbatas pada pemasukannya tersebut. 
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Jika dilihat dari karakteristik kedua bentuk badan usaha bukan badan 
hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tanggung jawab 
yang ada pada kegiatan usaha tersebut kepada setiap masing-masing 
pengurus. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 
Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. 
Menurut kamus umum Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung 
atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindunngi. Kata perlindungan secara 
umum mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan 
melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan 
menggunakan cara-cara tertentu. 
Mengenai dengan perlindungan hukum Philipus M. Hadjon 
berpendapat bahwa : 
“Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan 
hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan 
hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas freis ermessen sebagai 
bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan 
hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga 
banding administrasi dan badan-badan khusus.”25 
                                                          
25Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 
10. 
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Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena 
berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodisi 
kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum 
memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga 
dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui 
institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi lainnya perlindungan 
ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. 
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum 
atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum 
dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain 
dengan:  
1) Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk: 
a. memberikan hak dan kewajiban; 
b. menjamin hak-hak para subyek hukum. 
2)  Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui: 
a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) 
terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan 
pengawasan; 
b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 
pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan 
mengenakan sanksi pidana dan hukuman; 
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c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; 
remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.26 
Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, 
karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat 
mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. 
Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di 
dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan 
perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik 
misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. 
Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat 
berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai 
mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang 
terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.27 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Uang 
1. Pengertian Pengalihan Uang 
Perihal pengalihan uang terdiri dar dua kata yang memiliki makna 
berbeda, dimana pengalihan adalah proses, cara atau perbuatan 
mengalihakan, sedangkan uang adalah suatu benda yang diterima secara 
umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan 
pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan 
                                                          
26Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
Lampung: Unila, 2007, hlm. 30. 
27Ibid, hlm. 31 
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bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sehingga dapat diartikan bahwa 
pengalihan uang adalah proses mengalihakan suatu alat tukar ke dalam wujud 
lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan oranglain, 
sebagai contoh pengalihan uang ke dalam bentuk donasi atau sumbangan hal 
ini biasanya banyak terjadi dalam kegiatan pembelian suatu produk di 
minimarket dan pihak minimarket tidak memiliku uang koin sehingga pihak 
minimarket mengalihkan uang kembalian tersebut ke dalam bentuk donasi 
ataupun sumbang atas persetujuan maupun tanpa persetujuan dari konsumen.  
2. Pengertian Uang dan Fungsi Uang  
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 
Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah memberikan definisi tentang 
uang, yaitu: “Uang adalah uang rupiah”. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang adalah :“Alat 
tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan 
oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain 
yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”. 
Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap 
alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda 
apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses 
pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan 
sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat 
pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan 
berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga 
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menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara 
kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh 
masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas 
pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak 
sebagai alat penimbun kekayaan.28 
Terdapat 3 (tiga) fungsi asli uang, yaitu:29 
a) Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat 
mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak 
perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang 
sebagai alat tukar. 
b) Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) karena uang 
dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang/jasa 
yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung 
besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga 
barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang 
berperan untuk memperlancar pertukaran. 
c) Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena dapat 
digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa 
mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima  sejumlah uang 
sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat 
                                                          
28Uang,https://id.wikipedia.org/wiki/Uang, diakses pada tanggal 08 Desember 2019 Jam 
21.00 WIB 
29Uang,https://id.wikipedia.org/wiki/Uang, diakses pada tanggal 08 Desember 2019 Jam 
21.00 WIB 
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menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di 
masa mendatang. 
Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut 
sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat 
pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau 
pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial. 
3. Pengertian Tentang Sumbangan 
Secara umum pengumpulan sumbangan merupakan usaha 
mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang pendidikan 
dan penanggulangan bencana. Banyaknya pengumpulan sumbangan yang 
cukup beragam akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. 
Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menjelaskan pengertian 
Pengumpulan sumbangan dalam Pasal 1 angka 3: 
“Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang 
atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, 
mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 
tentang Pengumpulan Uang atau Barang”. 
Pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini pada 
hakekatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan 
memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, 
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ketentraman, dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan 
penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam 
kehidupan bersama.   
 
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk 
terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat 
dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada 
zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini 
bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. 
Hukum perlindungan konsumen menurut AZ.Nasution adalah 
‟bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah 
yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 
kepentingan konsumen‟. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan 
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara 
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa 
konsumen dalam pergaulan hidup.30 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya 
                                                          
30Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, ctk.Pertama, Jakarta: 
Daya Widya, 2004, hlm. 64-65 
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yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen.31 
Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun 
berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi 
konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan 
universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada 
konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. 
Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan 
hukum yang bersifat universal.32 
Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 
dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam 
banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat 
produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya 
membeli produk yang telah tersedia dipasaran. 
Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat 
makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang merupakan motor 
penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa 
yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka 
mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung 
maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.33 
                                                          
31Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 
hlm. 21. 
32Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar 
Maju, 2000, hlm. 23. 
33Ibid, hlm. 23 
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Dalam pertimbangan UUPK dikatakan, dikatakan bahwa: 
1) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era 
demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 
2) Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus 
dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan 
beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus 
mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari 
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; 
3) Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses 
globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang 
dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; 
4) Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh 
kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab; 
5) Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di 
Indonesia belum memadai; 
6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat 
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan 
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perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta 
perekonomian yang sehat; 
7) Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan 
konsumen.34 
Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan 
memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat 
maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen 
berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 
(1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada 
konsumen” Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 
sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk 
kepentingan perlindungan konsumen. Dengan pemahaman bahwa 
perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang 
diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan 
jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka 
hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang 
mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka 
pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum 
                                                          
34M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia Jakarta; akademia, 2012, hlm 1. 
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perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-
cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.35 
Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan 
konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak 
konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam 
hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, 
itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum 
perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai 
keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-
kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk 
memenuhi kebutuhannya. 
Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa 
didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi 
termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi 
negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah ”hak 
dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk 
memenuhi kebutuhannya”, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk 
mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : informasi, memilih 
harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan 
itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi 
                                                          
35Janus Sidabolok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2010, hlm. 45. 
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produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, 
peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.36 
Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak 
konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum 
perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya 
untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan 
konsumen. 
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 
Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang 
memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula 
menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, 
melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. 
Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum 
mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita 
sosial dan pandangan etis masyarakat.  
Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum. 
 
                                                          
36Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 2. 
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Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 
a) Asas Manfaat 
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan 
penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk 
menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi 
adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan 
konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan 
bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen 
bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya 
bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.  
b) Asas Keadilan 
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa   melalui 
pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, 
konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan 
penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini 
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mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 
(produsen).  
c) Asas Keseimbangan 
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar 
konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat 
yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan 
konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah 
diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan 
kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas 
kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa 
dan negara.  
d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan 
hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang 
dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan 
mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. 
Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang 
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harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan 
produknya.  
e) Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa 
aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam 
undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, 
negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai 
dengan bunyinya.   
Setiap peraturan perundang-undangan yang  mengatur hubungan 
antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas 
tersebut, karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen 
Kelima asas tersebut secara subtansial dapat dibagi menjadi 3 asas 
hokum yaitu; (a) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan 
dan keselamatan konsumen, (b) Asas Keadilan yang didalamnya meliputi 
asas keseimbangan, (c) Asas Kepastian hukum. 
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3. Tujuan Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang 
akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan perlindungan 
konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan 
penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. 
Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen 
bertujuan: 
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa; 
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen. 
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Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara 
bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaaan. Padahal, pencapaian 
tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan 
susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan 
meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak 
harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran 
konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan 
secara simultan atau serempak.37 
Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di 
berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus 
diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, 
tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa 
pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak 
berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial 
ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, 
maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai 
berikut:38 
a) Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang 
memadai bagi masyarakat sebagai konsumen; 
b) Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive terhadap 
kebutuhan konsumen; 
                                                          
37 Wahyu Sasongko, Op.cit., hlm. 41. 
38 M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012, hlm.7. 
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c) Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada 
konsumen; 
d) Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh 
pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada 
konsumen; 
e) Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen; 
f) Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan 
konsumen; 
g) Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada 
konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah; 
h) Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan. 
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen 
Terdapat prinsip-prinsip di dalam kontek hukum perlindungan 
konsumen yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip 
tersebut bukan sesuatu yang khas karena juga diterapkan pada hukum yang 
lain. Prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen ini, antara lain:39 
a) Let The Buyer Beware(Berhati-hati Dalam Membeli) 
Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi 
konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adal dua pihak 
yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk 
konsumen. Dalam perkembanganya, posisi konsumen menjadi lemah 
karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak 
                                                          
39 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Grasindo, 2000, hlm 50-52 
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mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang 
dikonsumsinya. Telebih pada ketidak terbukaan pelaku usaha terhadap 
produknya. 
Pada Undang – Undang Pelindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 asas 
ini tidak dipakai, namaun menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku 
usaha hal tesebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri 
mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.yang bertujuan aga 
pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam aktifitasnya. 
b) The Due Care Theory(Teori Cara Merawat) 
Doktrin ini menyatakan pelaku usah mempunyai kewajiban untuk berhati-
hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang danjasa. 
Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha 
tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Bab IV UUPK 
yang terdiri dari Pasal 8 sampai Pasal 1, selain itu pengusaha juga 
berkewajiban untuk mematuhi standar mutu produk sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Peundang-undangan lainya. 
c) The Privaty Bof Contract(Melindungi Konsumen) 
Prinsip ini mengetakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi 
konsumen. Terjadi jika terjadi hubungan kontarktual diantaranya. Namun 
realita di masyarakat banyak sekali kontrak – kontrak standar yang beredar 
ini menunjukan bahwa terjadi ketidak berdayaan konsumen. Diaman isi 
kontrak tesebut dibuat secara sepihak. 
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5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen 
Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan 
barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, 
leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta 
dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat 
profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung 
jawaban dari produsen.40 
Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha 
sebagai berikut: 
“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 
Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan 
produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan 
atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah 
mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK 
membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.41 
                                                          
40Janus Sidabalok, Op.Cit., hlm. 16. 
41Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 38. 
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Dalam menjalankan usahanya, Undang-undang memberikan 
sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar terciptanya hubungan 
yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha, seperti yang tertuang dalam 
Pasal 6 UUPK sebagai berikut: 
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar abarang dan/ atau jasa; 
b) Hak dalam melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian 
sengketa konsumen; 
c) Hak untuk rehabilitasi nama baik tidak terbukti secara hukum bahwa 
kerugian yang diderita konsumen tidak diakibatkan oleh bang dan/ atau 
jasa yang diperdagangkan; 
d) Hak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari konsumen yang tidak 
beritikad baik;  
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 
Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang – undang 
Perlindungan Konsumen pasal 7, yaitu sebagai berikut: 
a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai 
penggunaanya dan perawatan; 
c) Melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif; 
d) Menjamin mutu bang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan 
berdasakan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku; 
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e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau 
mencoba bang dan/ atau jasa serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas 
barang dan/ atau jasa yang dibuat dan/ atau diperdagangkan; 
f) Memberi kompensasi, ganti ugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ 
atau jasa yang diterima ayau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
Sedangkan terkait hak untuk konsumen sendiri mengacu pada Undang-
undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III 
Bagian Pertama Pasal 4; Hak Konsumen diatur sebagai berikut: 
a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d) hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
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h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya 
Kemudian terkait kewajiban konsumen sendiri diatur dalam 
Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada 
Bab III Bagian Pertama Pasal 5; Kewajiban diatur sebagai berikut: 
a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
 
 
 
 
48 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Indomaret adalah jaringan mini market waralaba di Indonesia. Mini 
market ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan 
sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah  perumahan, gedung 
perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada 
motto “mudah dan hemat”. Merek mini market Indomaret dipegang oleh PT. 
Indomarco Prismatama. Kini gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di 
wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera dan Sulawesi yang 40% terdiri dari gerai 
milik terwaralaba dan 60% milik PT. Indomarco Prismatama. Barang dagangan 
sebagian besar didapat dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan 
lebih dari 4.800 jenis produk.42 
Awal dibukanya Indomaret adalah untuk mempermudah penyediaan 
kebutuhan pokok sehari-hari karyawan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. 
Dengan dibukanya gerai pertama ini, perusahaan kemudian tertarik untuk lebih 
mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam 
berbelanja. Hasil investigasi beberapa orang karyawan mendapat kesimpulan 
bahwa masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja di gerai modern atas 
                                                          
42https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-erbagi/2014/01/16/sejarah-
dan-visi/, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 Jam 00.12 WIB 
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dasar kelengkapan produk, kualitas produk, harga yang bersaing dan suasana 
yang lebih nyaman.43 
Pada mulanya, Indomaret memiliki konsep penyelenggaraan gerai 200 
m2 yang berlokasi di dekat hunian konsumen demi menyediakan berbagai 
kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari serta untuk melayani konsumen 
yang bersifat majemuk. Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan pasar, 
Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, 
niaga, wisata dan apartemen. maka terjadilah proses pembelajaran untuk 
pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan 
berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi hingga sampai mempunyai 
gerai yang ada di kota hingga pelosok nusantara salah satunya di Kabupaten 
Tegal yang mempunyai 45 gerai Indomaret yang nantinya penulis hanya 
mengambil sample dari 3 toko yang ada di Kabupaten Tegal yaitu di Daerah 
Lebaksiu, Dukuhsalam Slawi, dan Randusari Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal.44 
Manajemen Indomaret kemudian memutuskan untuk berkomitmen 
menjadikan Indomaret sebagai aset nasional dalam bentuk jaringan ritel 
waralaba yang unggul dalam persaingan global sebagai respon terhadap 
pemikiran dan pengoperasian perusahaan yang sepenuhnya dilakoni oleh putra 
putri Indonesia sekaligus menanggapi sambutan positif masyarakat terhadap 
minimarket waralaba ini. 
                                                          
43https://indomaret.co.id/, diakses pada tanggal 23 Juli 2020 Jam 06.12 WIB. 
44https://www.google.com/searchjumlah+toko+indomaret+di+kabupaten+tegal, diakses 
pada tanggal 29 Juli 2020 Jam 23.10 WIB. 
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Indomaret pun tidak hanya aktif dalam bisnis minimarket waralabanya. 
Indomaret membagikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di sekitar toko 
Indomaret setiap tahunnya. Tahun 2009, beasiswa diberikan kepada 1.300 Siswa 
260 Sekolah dasar yang ada di Jawa, Bali, Madura dan Sumatera. Tidak hanya 
itu, Indomaret juga menyelenggarakan Festival Vokal Group Indomaret (FOGI) 
yang merupakan inisiatif Indomaret untuk memfasilitasi talenta kaum muda 
Indonesia yang berbakat dalam dunia tarik suara, khususnya Vokal Group. Acara 
ini diadakan setiap tahun di kota-kota besar, untuk kemudian Final di Jakarta. 
Tahun 2010 Para Pemenang FOGI mendapatkan kesempatan untuk bertanding 
dalam kejuaraan dunia Vokal Group, World Choir Games, di Shaoxing China, 
dan meraih juara pertama. Indomaret juga terlibat dalam kegiatan sosial lainnya 
seperti penggalangan dana untuk korban merapi dan penggalangan dana 
kemanusiaan dengan PMI. 45 
PT. Indomarco Prismatama adalah perusahaan swasta nasional 
pengelola jaringan minimarket Indomaret dengan Akta Notaris Nomor 207 
tertanggal 21 November 1998 oleh Bapak Beny Kristianto dan SIUP Nomor 
789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1998. Sesuai dengan Akte Pendirian 
Perusahaan Nomor 207 tertanggal 21 November 1998 tersebut di atas, maksud 
dan tujuan perusahaan adalah:46  
                                                          
45https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-
berbagi/2014/01/16/sejarah-dan-visi/, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 Jam 00.12 WIB 
 
46 Ibid 
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a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang atau retail, jenis barang 
dagangannya yaitu hasil bumi (pertanian dan peternakan), obatobatan, 
kelontong, dan lain-lain. 
b. Mengadakan kerja sama (joint venture) dengan masyarakat dan badan usaha 
yang ingin membuka usaha dalam bidang perdagangan (business retail) 
dengan sistem waralaba.   
Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitiannya terkait 
dengan pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam 
transaksi jual beli di mini market Indomaret Kabupaten Tegal terdapat 
pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam UUPK. Hal ini sesuai 
dengan observasi atau pengamatan penulis dilapangan, dimana ditiga mini 
market Indomaret di daerah Kabupaten Tegal saat adanya transaksi jual beli 
ditiga minimarket tersebut pihak pegawai minimarket yang tidak memiliki uang 
koin yang sesuai dengan jumlah uang yang dikembalikan kepada konsumen 
sehingga tanpa seizin konsumen pihak pegawai mengalihkan uang kembalian 
tersebut dalam bentuk sumbangan. 
Guna mendukung jalannya visi dan misi kegiatan waralaba indomaret, 
minimarket ini pun menambahkan beberapa misi social yang erat dan dekat 
dengan masyarakat melalui pelaksanakan kegiatan donasi pelanggan yang 
nantinya digunakan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Konsumen 
dapat mendonasikan sedikit rezikinya dengan 3 cara, yaitu: menyumbang dari 
uang kembalian, menambakan jumlah dari uang kembalian dan menyumbang 
tanpa belanja. Donasi ini juga harus dilakukan secara sukarela, yang dimana 
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kasir akan meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu jika konsumen setuju 
maka kasir akan mencetakkan struk.47 Dari keterangan Bapak Ruly Uswan pun 
juga menerangkan bahwa kegiatan donasi tersebut akan digunakan untuk 
kemaslahatan umat, seperti: 
a. Bantuan sosial masyarakat yang terdampak bencana, 
b. Pendirian Rumah Ibadah di daerah terpencil, 
c. Bantuan sosial untuk disabilitas dan pengidap kanker, 
d. Bantuan Sumbangan kepada komunitas adat. 
Hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepada tiap-tiap pegawai kasir 
yang ada ditiga mini market tersebut. Yang pertama Nur Affan pegawai kasir 
mini market Indomaret Karang Muncul Lebaksiu Lor Kecamatan Lebaksiu 
Tegal Jawa tengah mengatakan bahwa “uang koin susah untuk diperoleh 
menjadi permasalahan pegawai, sehingga dialihkan oleh pegawai menjadi uang 
sumbang atau donasi”.48 Serupa dengan yang diutarakan oleh pegawai tersebut, 
Ruly Uswan pegawai kasir mini market Indomaret Dukuhsalam Slawi Kulon 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, juga berpendapat bahwa sulitnya 
memperoleh uang koin adalah menjadi alasan untuk mengalihkan uang 
kembalian menjadi donasi.49 Yang terakhir adalah pendapat dari Difa Setiaji 
mini market Indomaret Randusari Wetan Kecamatan Pagebarang Kabupaten 
                                                          
47https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/donasi-konsumen-
indomaret/2020/02/28/pmi-terima-donasi-pelanggan-indomaret-rp-5,8-m/,  diakses pada tanggal 23 
Mei 2020 Jam 00.19 WIB 
48 Wawancara dengan Nur Affan,  Pegawai Minimarket Indomaret, di Lebaksiu Lor, tanggal 
19 Oktober 2019 jam 15.00-16.30 WIB. 
49 Wawancara dengan Ruly Uswan,  Pegawai Minimarket Indomaret, di Dukuh Salam Slawi 
Kulon, tanggal 21 Oktobert 2019 jam 15.00-16.30 WIB. 
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Tegal mengatakan “bila terjadinya pengalihan uang kembalian tanpa seizin dari 
pihak konsumen adalah keteledoran dari pegawai”.50 
Melihat Pasal 15 UUPK menyatakan “Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain 
yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap 
konsumen.” Tindakan pegawai kasir yang mengalihkan uang kembalian menjadi 
uang sumbangan atau donasi sebagai ganti uang koin yang dikembalikan oleh 
pelaku usaha adalah tindakan yang dapat membuat konsumen merasa tidak 
nyaman dalam melakukan transaksi jual beli. 
Selain dialihkan menjadi uang sumbangan atau donasi kadang uang 
kembalian tersebut juga dialihkan dalam bentuk permen. Keterangan ini penulis 
peroleh dari hasil wawancara penulis dengan Difa Setiaji. Pengembalian uang 
koin menggunakan permen merupakan tindakan oknum petugas kasir yang 
sengaja menggunakan permen sebagai pengganti uang koin, bukan karena mini 
market berbasis waralaba itu tidak mempunyai uang koin, tetapi kebanyakan 
petugas kasir tidak mengetahui bahwa hal seperti itu dilarang oleh undang-
undang dan tidak ada pemberitahuan dan peringatan dari Asisten Koordinator 
yang bertanggung jawab terhadap kegiatan jual beli pada mini market tersebut. 
Akan tetapi dari hasil penelitian yang penulis peroleh tidak ada konsumen yang 
menuntut hal tersebut dan mempermasalahkannya. 
 
                                                          
50 Wawancara dengan Difa Setiaji,  Pegawai Minimarket Indomaret, di Randusari Wetan, 
tanggal 22 Oktobert 2019 jam 15.00-16.30 WIB. 
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B. Pembahasan 
1. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pengalihan Uang 
Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal 
Mengenai transaksi jual beli tanpa disadari oleh para pihak yang 
melaksanakannya timbul yang namanya perjanjian jual beli antara kedua 
belah pihak yang melaksanaan transaksi tersebut. Perjanjian jual beli pada 
umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat 
terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan 
aksidentalia dari perjanjian. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur 
esensial dan aksidentalia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai 
barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait 
dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak 
tercapai kesepakatan. 
Pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam UUPK. 
Akan tetapi yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam 
Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Pengaturan 
lebih lanjutnya terdapat pada kebijakan pelaku usaha itu sendiri. Kemudian 
juga dapat dijadikan dasar adalah UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 
2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa 
alat pembayaran yang sah di wilayah RI adalah uang Rupiah, di sini semakin 
jelas bahwa alat pembayaran yang sah harus menggunakan uang tidak dapat 
diganti dengan apapun. Perlindungan konsumen membahas tanggung jawab 
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pelaku usaha yang dikenal ada beberapa macam prinsip tanggung jawab yang 
berdasarkan beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-
undangan dan perjanjian standar dilapangan hukum keperdataan kerap 
memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tangung jawab yang dipikul 
oleh si pelanggar hak konsumn. 
Mengenai tanggung jawab yang terkandung dalam hukum 
perlindungan konsumen secara umum terdapat beberapa prinsip, yaitu:51 
a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau 
liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam 
hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. 
Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 
dilakukannya. Mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu 
a) adanya perbuatan;  
b) adanya unsur kesalahan; 
c) adanya kerugian yang diderita; 
d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 
b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability). 
Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum 
pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi: 
                                                          
51 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. III, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm.100. 
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a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia 
dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar 
kekuasaannya. 
b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 
membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk 
menghindari timbulnya keragian. 
c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 
membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya. 
d) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh 
kesalahan/kelalaian. 
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability) 
Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 
sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense 
dapat dibenarkan. 
d. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict abitity) sering diidentikkan dengan 
prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada 
pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. 
e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) 
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 
principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 
klausul eksonerasi perjanjian standar yang dibuatnya 
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Prinsip mutlak adalah prinsip yang kerap digunakan oleh UUPK. 
Prinsip ini adalah bentuk khusus dari trot (perbuatan melawan hukum), yaitu 
prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak 
didasarkan kepada kesalahan. Tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung 
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan 
hukum itu. Karenanya, prinsip strict liability ini disebut juga dengan liability 
without fault. Dalam prinsip tanggung jawab mutlak beban pembuktian 
terhadap pelanggaran berada ditangan pelaku usaha. 
Proses penentuan pertanggungjawaban harus melihat beberapa hal, 
sebagai berikut ini: 
a. Adanya hak konsumen yang dilanggar dengan tindakan pelaku usaha 
dalam pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan; 
b. Adanya kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi atas informasi 
donasi tersebut. 
Jika kedua hal di atas telah terpenuhi secara utuh maka pelaku usaha 
atau penjual disini dapat dimintai pertanggungjawaban akibat pengalihan 
uang kembalian tersebut. Meskipun dalam transaksi jual beli yang terjadi 
antara para pihak tidak menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku 
usaha, akan tetapi Pasal hal tersebut tertuang dalam Pasal 1494 KUHPerdata 
yang menyatakan bahwa: 
“Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan 
menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa 
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yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala 
perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.” 
Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang melanggar hokum baik itu 
atas kehendak diri sendiri maupun tidak dalam hal ini kelalaian dari pelaku 
usaha dipikul oleh pelaku usaha itu sendiri. Maka pertanggungjawaban 
pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen yaitu: 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
(2) Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi. 
(4) Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 
unsur kesalahan. 
(5) Ketentuan ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
Melihat hal diatas penulis berpendapat bahwa pengalihan uang 
kembalian dalam bentuk sumbangan atau donasi dan permen adalah bentuk 
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pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan pihak pelaku usaha harus 
bertanggungjawab akan hal itu. Penulis disini juga berpendapat bahwa  
pengalihan uang kembalian konsumen yang telah dibahas diatas, 
tanggungjawab pelaku usaha yang sesungguhnya adalah tanggungjawab 
moral berupa etika berdagang yang baik, pada dasarnya bukan masalah besar 
kecilnya jumlah uang yang dialihkan ke dalam bentuk sumbangan atau donasi 
akan tetapi, kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanyalah yang 
dituntut oleh konsumen.  
Guna mendukung jalannya visi dan misi kegiatan waralaba 
indomaret, minimarket ini pun menambahkan beberapa misi social yang erat 
dan dekat dengan masyarakat melalui pelaksanakan kegiatan donasi 
pelanggan yang nantinya digunakan untuk disalurkan kepada yang 
membutuhkan. Konsumen dapat mendonasikan sedikit rezikinya dengan 3 
cara, yaitu: menyumbang dari uang kembalian, menambakan jumlah dari 
uang kembalian dan menyumbang tanpa belanja. Donasi ini juga harus 
dilakukan secara sukarela, yang dimana kasir akan meminta persetujuan 
konsumen terlebih dahulu jika konsumen setuju maka kasir akan 
mencetakkan struk.52 
Ruly Uswan selaku pegawai salah satu minimarket Indomaret di 
daerah Dukuhsalam Kab. Tegal mengatakan bahwa dasar pertimbangan pihak 
Indomaret melakukan pengumpulan uang kembalian dijadikan donasi adalah 
                                                          
52https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/donasi-konsumen-
indomaret/2020/02/28/pmi-terima-donasi-pelanggan-indomaret-rp-5,8-m/,  diakses pada tanggal 23 
Mei 2020 Jam 00.19 WIB 
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atas perintah dari pusat (PT. Indomarco Prismatama) yang menaungi seluruh 
minimarket Indomaret di seluruh Indonesia. Dari keterangan beliau pun juga 
menerangkan bahwa kegiatan donasi tersebut akan digunakan untuk 
kemaslahatan umat, seperti bantuan-bantuan sosial terhadap masyarakat yang 
terdampak bencana. Beliau juga menerangkan bahwa jika bentuk transparansi 
kegiatan tersebut telah diberitakan dilaman website resmi Indomaret. Bapak 
Ruly Uswan juga menuturkan bahwa donasi tersebut benar-benar tersalurkan 
dan bisa dilihat pada situs website resmi Indomaret. 
Berikut adalah beberapa tujuan uang donasi dari Indomaret dari 3 
tahun terakhir: 
1) Donasi untuk Komunitas Adat Terpencil di Kab. Landak, Kalimantan 
Barat sebesar Rp. 2.329.440.750 ( Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh 
Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh 
Rupiah) Pada periode 1 Agustus – 31 Oktober 2017.  
2) Donasi untuk Pendirian Gedung Rumah Singgah Penderita Kanker sebesar 
Rp. 4.309.973.129 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Sembilan 
Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) Pada 
periode 1 Mei – 31 Juli 2018. 
3) Donasi untuk PMI Kota Sukabumi sebesar Rp. 2.489.340.020 (Dua Milyar 
Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua 
Puluh Rupiah) Pada periode 1 November – 31 Januari 2018. 
4) Donasi untuk NU dan Indomaret Lepas Mobil DAHAR Menuju Sulteng 
sebesar Rp. 3.604.577.293 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima 
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Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) 
Pada periode 10 Oktober – 9 Desember 2018. 
5) Donasi untuk PBNU Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.971.864.201 (Sepuluh 
Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh 
Empat Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Pada periode 1 Agustus – 31 Februari 
2019. 
Terakhir kali Indomaret melakukan kegiatan donasi yaitu pada 
periode 1 Oktober – 31 Desember 2019 yang bekerjasama dengan Palang 
Merah Indonesia (PMI) yang dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Sumber 
Dana Bantuan Sosial (PSDBS) Kementrian Sosial yang dimana donasi 
terkumpul sebesar Rp. 5.881.764.510 (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan 
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sepuluh 
Rupiah). Sementara itu proses pengumpulan dana sumbangan itu langsung 
masuk ke kantor pusat dan tidak mengirim hasil dari setiap Toko yang 
tersebar di Indonesia.53 
Sementara mengenai Standar Operasional (SOP) pihak pelaku usaha 
minimarket Indomaret dalam menawarkan kepada konsumen mengenai uang 
kembalian konsumen yang akan dijadikan donasi itu terlebih dahulu pihak 
kasir Indomaret menawarkan kepada konsumen apakah uang kembalian nya 
mau untuk di donasikan atau tidak, jika yang bersangkutan tidak berkenan 
maka uang kembalian konsumen tersebut tidak akan dimasukan kedalam 
                                                          
53Wawancara dengan Bapak Nur Affan, Karyawan Kepala Toko Minimarket Indomaret, di 
Lebaksiu, tanggal 27 Juli 2020 jam 19.00-19.30 WIB. 
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sumbangan donasi dan akan dikembalikan kepada konsumen karena uang 
tersebut adalah hak dari konsumen. Selain itu dari keterangan yang penulis 
dapatkan dari Bapak Nur Affan bahwa informasi donasi itu sudah di 
beritahukan kepada konsumen Indomaret melalui selembaran kertas brosur 
yang diberikan kepada konsumen. 
Namun demikian jawaban dari hasil wawancara penulis dengan 
karyawan Indomaret yang ada di Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa pihak 
Indomaret melakukan pertanggungjawaban dari kelalaian atau kesalahan 
kayawannya yaitu pertanggungjawaban sosial berdasarkan tanggung jawab 
sebuah perusahaan yang tertera pada UU Nomor 40 Tahun 2007 yang 
membahas mengenai tanggung jawab sebuah perusahaan. Dalam Pasal 74 
ayat(1) UU Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber 
daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. 
2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang 
Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal 
Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi sendiri atau bersama-
sama dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen suatu barang atau 
jasa tertentu. Dalam menjaga kelangsungan perekonomian, konsumen 
menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku 
ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan 
hukum. Konsumen yang selama ini berada dalam posisi lemah terkesan hanya 
menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan 
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yang sangat ekspansif. Dasar hukum perlindungan konsumen pada 
hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan 
kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-
Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, 
mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan 
melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan 
jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-
undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk 
memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu 
barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. 
Undang – undang perlindungan konsumen memberikan 
Perlindungan hukum kepada konsumen bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caa menghindarkanya 
dari ekses negative pemakaian barang an/ atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konumen; 
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d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi;  
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pelindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawah 
dalam beusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/ atu jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan 
dan keselamatan konsumen. 
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha cukup 
memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi 
tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk 
tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan, sebab 
dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat 
pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang, serta menghilangkan 
kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku 
usaha. Perbuatan pelaku usaha yang seringkali merugikan konsumen tetapi 
tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yakni pengalihan bentuk uang 
kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan 
permen ataupun melakukan pemotongan pundi amal semacam sumbangan 
secara sepihak dengan alasan tidak adanya uang kembalian atau sekadar ingin 
membulatkan uang kembalian tersebut. 
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Jika diambil contoh dari pengalaman penulis ketika mewawancarai 
salah satu konsumen indomaret daerah Dukuh Salam Slawi Kulon yaitu 
dengan Bapak Opan. Bapak tersebut saat berbelanja di minimarket tersebut 
menerima struk belanja yang nominal uang kembaliannya sebesar Rp. 
120,00.54 Konsumen tersebut mengatakan bahwa pihak kasir tidak 
menawarkan kembalian tersebut akan didonasikan atau tidak, akan tetapi ada 
komputer khusus untuk konsumen yang dimana komputer tersebut 
menampilkan pilihan dimana konsumen dapat memilih mendonasikan uang 
kembaliannya atau tidak, tanpa konsumen tahu uang tersebut akan 
didonasikan kemana. Bapak Opan mengaku bahwa sangat sulit memperoleh 
uang kembalian dengan jumlah yang ganjil, dan oleh karena hal tersebut maka 
akan ada pembulatan. Perihal pembulatannya pun tidak ada aturan yang 
mengatur sehingga bisa ke atas bisa juga ke pembulatan ke bawah.   
Fenomena tersebut tidak lepas dari dominannya pelaku usaha secara 
ekonomis dan keunggulan kejiwaan Pencantuman harga berupa pecahan yang 
seolah-olah terlihat lebih murah namun meyesatkan ini tertuang dalam Pasal 
10 huruf (a) UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan atau memuat peyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai, a) harga atau tarif suatu barang dan/ jasa. Harganya 
terlihat lebih murah yang menggerakan konsumen untuk membeli tetapi saat 
                                                          
54 Wawancara dengan Bapak Opan,  Konsumen Minimarket Indomaret, di DukuhSalam 
Slawi Kulon, tanggal 21 Oktobert 2019 jam 15.00-16.30 WIB. 
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pembayaran konsumen dirugikan dengan penbulatan keatas atau 
menggantinya berupa permen. 
Serupa dengan narasumber sebelumnya, ibu Tuti yang berbelanja di 
salah satu minimarket yang telah saya observasi juga menyatakan pendapat 
bahwa beliau juga merasa dirugikan karena tidak mendapatkan uang 
kembalian sesuai dengan struk yang tertera meskipun nominalnya tidak 
seberapa. Yang beliau rugikan bukan nominalnya akan tetapi embel-embel 
donasi yang tidak tahu akan didonasikan kemana.55  
Jika mengamati hasil wawancara dengan Bapak Opan dan Ibu Tuti  
tadi, pelaku usaha yang melakukan pengalihan uang kembalian konsumen 
kedalam bentuk sumbangan tanpa sepengetahuan konsumen, dapat dikatakan 
adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Yang dimana bentuk 
pelanggarannya, diantara lain: 
1. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memberikan uang kembalian, hal 
ini diatur dalam Pasal 1360 KUHPerdata dan Pasal 4 huruf b UUPK, yang 
menekankan bahwa Konsumen berhak atas barang atau jasa yang 
dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
diperjanjikan. 
2. Pelanggaran terhadap pelayanan yang benar dan jujur terhadap kegiatan 
tata cara pemungutan sumbangan yang dananya berasal dari hasil uang 
kembalian konsumen. Jika pelaku usaha melanggar hal tersebut maka 
                                                          
55Wawancara dengan Ibu Tuti,  Konsumen Minimarket Indomaret, di DukuhSalam Slawi Kulon, 
tanggal 12 Juni 2020 jam 15.00-16.30 WIB.  
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pelaku usaha dapat dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak 
yang dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban pelaku 
Usaha dan Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang 
harus melayani konsumen dengan benar dan jujur. 
Adapun pihak konsumen yang diberi hak untuk mengajukan gugatan 
dalam UUPK dimuat dalam pasal 46 ayat (1), yaitu157 : “(1) Gugatan atas 
pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :  
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ; 
c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang 
memenuhi syarat yaitu berbemtuk badan hukum atau yayasan yang dalam 
gugatan dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya 
organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar; 
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait, jika barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 
dan/atau korban yang tidak sedikit.” 
Penulis dalam skripsi ini akan menjelaskan penyelesaian yang dapat 
ditempuh oleh konsumen apabila dalam kegiatan jual beli dirugikan terutama 
dalam hal pengalihan uang kembalian yang konsumen tidak ketahui kemana 
dan akan digunakan untuk apa.  
UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian, 
yaitu:  
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a. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. 
b. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan 
penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui 
BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, dan 
arbitrase. 
Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi Pasal 45 
Ayat (1) UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat 
menggugat pelaku saha melalui lembaga BPSK atau melalui peradilan yang 
berada di lingkungan peradilan umum. Namun pada permasalahan kali ini 
konsumen bisa menyelesaikannya pada Lembaga BPSK (Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen) karena guna mencari kesepakatan bersama antara 
konsumen yang dirugikan dengan pihak pelaku usaha. 
Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen/ BPSK, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen 
dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena undang-
undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib 
memberikan putusannya (Pasal 55 UUPK). Mudah karena prosedur 
administratif dan prosedur pengambilan putusan yang sangat sederhana, 
Murah karena biaya perkara yang terjangkau56 
                                                          
56Yusuf Sophie dan Somi Awan, 2000, Sosok Peradilan Konsumen, Jakarta: Lembaga Konsumen 
Jakarta dan The Asia Foundaation, hlm.17. 
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Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat 
mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili 
kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh 
kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang 
bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum 
dewasa atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan 
secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat 
domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili 
konsumen Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan 
sematamata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak 
akan terulang kembali kerugian yang direrita oleh konsumen. 
Faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan sengketa di luar 
pengadilan juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu: 
a. Apakah antisifasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan wajib 
dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat suka rela,  
b. Apakah putusan dibuat para pihak sendiri atau pihak ketiga,  
c. Apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal,  
d.  Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak 
sendiri yang tampil,  
e. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada 
kriteria lain,  
f. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak. 
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Selanjutnya, dikemukakan bahwa tidak semua model penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan/alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. 
Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidak-tidaknya haruslah 
memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Haruslah efisien dari segi waktu, 
b. Haruslah hemat biaya, 
c. Haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya tidak terlalu 
jauh,  
d. Haruslah melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa,  
e. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur,  
f. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di 
masyarakat dan para pihak yang bersengketa,  
g. Putusannya harus pinal dan mengikat, 
h. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi,  
i. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas 
dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan. 
 Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam 
UU No. 8 Tahun 1999 Junto Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang 
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh 
mungkin dihindari suasana yang formal. Pasal 45 Ayat (4) UUPK 
menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
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upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para 
pihak yang bersengketa. Untuk mempermudah pemahaman, maka penjelasan 
iniakan dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan 
gugatan, tahap persidangan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi 
putusan. 
Tahap pengajuan gugatan Konsumen yang dirugikan dapat 
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK 
yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen, (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) 
Kepmenperindag No. 350/MPP/12/ 2001). Permohonan dapat dilakukan oleh 
konsumen yang dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang 
bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia 
lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis 
maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara asing. 
(Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). 
Permohonan diajukan secara tertulis, kepada sekretariat BPSK, 
maka sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima tersebut kepada 
pemohon, dan jika permohonan diajukan secara lisan, maka sekretariat BPSK 
akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan 
secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Apabila 
permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan Pasal 16 
Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001) atau permohonan bukan 
merupakan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan 
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tersebut. Jika permohonan memenuhi persyaratan dan diterima, maka ketua 
BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy 
permohonan dari konsumen, selambatlambatnya 3 hari kerja sejak 
diterimanya permohonan. 
Untuk keperluan pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat panggilan 
yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban 
pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa 
konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama. Jika pada hari yang 
ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum 
melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali 
lagi.Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf i UUPK junto. Pasal 3 huruf i 
Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/ 2001, BPSK dapat meminta bantuan 
penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha hadir, 
maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketanya yang harus disetujui 
oleh pelaku usaha. Cara yang bisa dipilih dan disepakati oleh para pihak 
adalah: konsiliasi, mediasi atau arbitrase, jika yang dipilih para pihak adalah 
konsiliasi atau mediasi maka ketua BPSK segera menunjuk majelis sesuai 
dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika 
cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para 
pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku 
usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih 
arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai 
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ketua majelis. Persidangan pertama dilaksanakan selambatlambatnya hari 
kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan. 
Kemudian ada tahap persidangan, yang dimana tahap ini dibagi 
menjadi 3 cara, yaitu: 
a. Konsiliasi 
Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para 
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. 
Dalam praktik istilah konsiliasi dan mediasi memang sering saling 
dipertukarkan. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah 
sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak 
sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. 
b. Mediasi 
Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan 
masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak (imparsial) bekerja 
sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh 
kesepakatan perjanjian yang memuaskan. 
c. Arbitrase 
Arbitrase adalah satu bentuk adjudikasi privat.Di dalam Undang-Undang 
N0. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
Arbitrase sebagai salah satu lembaga alternative penyelesaian senketa, 
adalah bentuk alternative paling formal untuk menyelesaikan sengketa 
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sebelum berlitigasi. Dalam proses ini pihak bersengketa mengemukakan 
masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan memberinya 
wewenang untuk memberi keputusan. 
Perlu dipahami apabila dari salah satu cara tersebut telah 
menemukan penyelesaian masalah maka cara-cara yang lain tidak perlu 
dilaksanakan dan Majelis BPSK wajib memberikan putusan memutuskan 
sengketa konsumen tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja 
terhitung sejak gugatan diterima BPSK.Pasal 38 Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.  
Setelah putusan BPSK diberitahukan, selambat-lambatnya dalam 
waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan atau pelaku usaha 
yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. 
Apabila konsumen dan/atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka 
mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-
lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK 
diberitahukan. Jika pada saat diucapkan putusan BPSK, kedua belah pihak, 
konsumen dan pelaku usaha hadir, maka pemberitahuan putusan majelis 
BPSK dianggap pada hari ucapan tersebut. Sebaliknya apabila konsumen dan 
pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib 
menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja 
sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan BPSK yang tidak 
diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan fiat eksekusinya 
kepada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen yang dirugikan.Pelaku 
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usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan 
setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap 
menerima putusan. 
Apabila selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu 
mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban 
sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan 
putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat 
(6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/ 
12/2001). 
Sebelum konsumen melakukan gugatan ataupun pengaduan, 
konsumen harus mengetahui dasar apa yang membuat mereka melakukan 
pengaduan ataupun gugatan. Salah satunya adalah ketika ada masalah atau 
keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang telah dibeli, maka konsumen 
terlebih dahulu perlu melayangkan surat kepada pelaku usaha. Hal itu 
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengaduan yang masuk ke lembaga 
konsumen. Kemudian konsumen juga bisa melanyangkan pengaduan pertama 
kali secara lisan, namun bila pengaduan secara lisan tersebut tidak 
ditindaklanjuti, konsumen bisa mengirimkan pengaduan tertulis kepada orang 
yang bertanggung jawab. Yang dimana dalam proses pengaduan tersebut 
konsumen harus menunggu selama 14 hari, jika dalam waktu 14 hari surat 
tersebut tidak direspon, maka persoalan tersebut akan dibawa ke lembaga 
konsumen.  
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Melihat dari penjelasan di atas, konsumen memiliki perlindungan 
yang cukup dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh 
sebab itu, konsumen dapat melakukan tindakan hukum dalam pengembalian 
uang kembalian dalam bentuk permen oleh pelaku usaha dengan melakukan 
penuntutan kepada pelaku usaha melalui gugatan ganti rugi dengan jalur 
litigasi yakni peradilan umum (peradilan niaga) dan yang kedua dengan jalur 
non litigasi yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif (BPSK). 
Jika dilihat dari segi perilndungan hukumnya yang di terima 
konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan, dalam UU Mata Uang 
konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha 
tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur 
dalam UU Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam 
UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dirugikan. Dalam hal ini 
konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam 
bentu moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar 
kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan 
kenyamanan pada konsumen. 
Penulis dalam penelitiannya memiliki trobosan yang baik guna 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan donasi yang sedang 
dilakukan pihak Indomaret serta mengangkat harkat martabat pelaku usaha 
dengan memperbaiki cara etika yang baik dalam berusaha. Berikut Trobosan 
yang penulis lakukan dalam permasalahan pada skripsi ini: 
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1) Pelaku Usaha membuat stiker yang berisi Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dalam menawarkan donasi kepada konsumen serta berisi sanksi jika 
penerapan SOP tersebut tidak diberlakukan yang dimana stiker tersebut 
akan ditempelkan pada meja kasir. 
2) Pelaku Usaha untuk membuat selembaran atau banner yang berisi tujuan 
donasi akan diberikan. 
3) Pelaku Usaha melakukan transparansi donasi setiap bulannya kepada 
konsumen yang dipasang sebuah spanduk di depan toko, sehingga tidak 
ada keresahan lagi di masyarakat mengenai donasi yang dilakukakan 
pelaku usaha sehingga masyarakat merasa lega dalam berdonasi. 
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BAB IV   
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perihal pertanggungjawaban dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 
ditiga minimarket yang telah diteliti. Penulis menyimpulkan bahwa 
melakukan pertanggungjawaban dari kelalaian atau kesalahan kayawannya 
yaitu pertanggungjawaban sosial berdasarkan tanggung jawab sebuah 
perusahaan yang tertera pada UU Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas 
mengenai tanggung jawab sebuah perusahaan. Dalam Pasal 74 ayat(1) UU 
Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sehingga 
disini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk 
tanggungjawab moral berupa etika berdagang yang baik.  
2. Perlindungan konsumen yang bisa penulis jabarkan dan simpulkan dalam 
kasus pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dan dirasakan oleh 
konsumen ditiga minimarket di Kabupaten Tegal dapat menggunakan Pasal 
1360 KUHPerdata dan Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa 
konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu pelaku 
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usaha juga bisa dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak yang 
dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban Pelaku Usaha 
dan Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang harus 
melayani konsumen dengan benar dan jujur. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha, baik tanggung jawab terhadap 
pemerintah, masyarakat serta terhadap kegiatan pengumpulan dan 
pendistribusian sumbangan kepada penerima bantuan. Tanggung jawab 
tersebut haruslah bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dan 
tujuan pembangunan perekonomian bagi masyarakat kurang mampu dapat 
tercapai. Disini pelaku usaha juga dalam menarik sumbangan haruslah 
memberikan transparansi yang jelas terhadap konsumen guna menjaga 
kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. 
2. Pemerintah haruslah lebih rajin melakukan tindakan preventif terhadap 
kegiatan pengumpulan sumbangan terutama dalam lini perekonomian yang 
mengatasnamaka kemanusiaan dan juga akan lebih baik lagi jika kegiatan 
pengalihaan uang kembalian dalam bentuk sumbangan atau dalam bentuk 
lain, dibentuk pengaturannya sehingga konsumen terlindungi hak-haknya.  
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